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ff,t:rHir'ffi;XffiY;ldua pururrr *ma buran rumi tahun dua rihu deiapan beras yans

f" Nama : FI- Nnrrziaf G r an --i=i=[*i,,g[*-Atd,$ffrS'm*--,+,8:"*.Berencana,Kependudukan

Bererlcana, Kependudukan dan p':: ltT nama Dinas elngenoatian pr
oiseruip'rilnx xrse.ru ' ' encatatan sipit proiln"i sffi-;# 6';:i93.yt, fieluarga_-.y. vs,,,qrsrq El?rfEtt yang Selanjutnya

2. Lr*u : Ir. Canclra, M.S!.
ffmat : :1. naya iuo'u.islnou,Jabatan : Kepata Dinas ,unr}5_nm.B 

Bandar Br$ padang.

SumateraBarat..-..*man 
pangan, ffonimfiura..Oan perkebunan 

Fnovinsidatam ha! ini :::ll$"ffik clan aras nama Dinas

-,,,:":'o_*:_*an 

Provinsi d;,tJ,tffil ;:8".,T,i,ff;"r,1ffiHil-?,#Ff;tr^Frorrikurtura dan

5{H-i,,ff^T,flY,"#ffi,n?'ffi,f,:?[fl,,r#*,r;ilx?iill?.I, secara bersarnaoarna disebtrrL. bahwa plFrAlt KESATU adatah unsurkepe nd u d ur,u n ou"' ffiffjl J-l"X,.,,l*li_kr? 
na pem eri nra h provinsi 

s unra rers;ii, J'tlir' [tXl,,ou" 
pencatatan sipir vans r";,#;ffi ;r*r n" rr*ili, 

.n 

rroBilXI $};iffif
2. bahwa pil.tAF( 

KErr'r*rn il-r'#l?HhrflXfflJHflF"",;ff;ffi;"r",irirah provins! surnarera Earar dibidans
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3. bahwa untuk menindaklan;juti 
' I4in Gubernur Sumatera Barat hlomor

473/876/DppKBKP5.5/Xl/2Ofi Tanggal 14 November 2OL7 tentang Pemanfaatan N!K,

KTF-el dan data Kepen.dudukan atas Surat Kepala Dinas Tanarnan Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Provlnsi $umatera Barat Nornor 473-/L4257/Sekr/2AL7 TanSffiial 2O Oktober
2OL7 perihal Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan & KTP-

el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikuil

1,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang Administrasi Kependudukan (Lembareln
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negam nepunli[
lndonesia l{omor 4674), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Ngmor 24
Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Feraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang lNomor
23 Tahun 20OO tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2AOZ Noa'nor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republilq lndonesia Nomor 4736)
sebagain:ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor LO2 Tahun 2OL2
(l-embaran Isegara Republik Indonesia Tahun 2AL2 l\lomor 265, Tambahan Lembaran
IUegara Republik lnclonesla Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kartr^r Tanda Pendudurk
Berbasis Nomor tnduk Kependudukan Secara filasional, sebagaimana telah diubah
beberapa keli, terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2013 Nomor 2SZ);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2AL5 tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nlomor lnduk
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu tarida Fenduduk Elektronik ;

5. Peraturan Gubernulr Sumatera Earat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data
Kepend ud ukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

PARA PlhlAK sepakat rnembuat Ferjanjian Kerja Sama tentang Fer.tanfaatan hNomor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Pendutluk Elektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera barat,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
Maksud dan Tujuan

Mal'.sud dan tujuan Perianiian Xerja Sarna ini adalah untuk rnengefektifkan fungsi dan perag
PARA PIHAK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Dita Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk EleBctronik.

Pasal 2
Rulang Lln6kup

Ruang lingkup Ferjanjian Kerja sama ini melipr.rti pemanfaatan :a. Nomor Induk Kependudukan (NlK);
h. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp_el).

Fasal B
Fenranfaatan S{ornor Induk Kependudukan, Data t(ependudukan dan
" Kartu Tanda Fenduduk Elektromi&r

Femanfaatan N!K, Data Kependudukan dan KTF-eldalarn rangka mengefek6fkan:
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(1)

Sinkronisasl data penerima rnanfaat dengan menggunakan database kependudukan yanrg
berbasiskan NIK;

Validasi dan verifikasi dalam proses polayanan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA
clengan iflenggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTF-el; dan
Perencanaan program kegiatan PIIIAK KEDI A, dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

Fasal 4
ibAn PARA PIFXAKKewaji

PI}NAK KESATU nnempunyai kewajiban untuk
a- memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDIJA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/butan/tahun
lahir,_ -agama/kepercayaan, status perkawinan, status huhungan dalarn keluarga,
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK tbu Kandung, NIK Ayah Kandung dan alarnat
kepada PIHAK KEDUA,;

b. menyediakan jarin$an komunikasi data untuk I (satu) titik;fiau'ingan berbaslska n Virtual
Frivate Networl< (VPN) lP melaluifasilitasidan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
informatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada PIFIAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawah PIHAI{ KEDUA;
d. mernberlkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
e. rnemberika, bi*;irdri teltnis da.n pendampingan teknis implementasi pemanfaatan

INIK, Data Kependudukan, dan KTp-el atas biayaumrmx KEDLA.

PIHAK KEDUA rnempunyai kewajiban untuk
a' mencantumkan NIK yang sudah dliamin ketunggalannya dalam -dokumen yang

dlterbitkan PEFIAK KEOLIA; 
-

'b' memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasltkan selragaidata balikan, guna rnelengkapi database kependudukan milik piunm KESATU;c. bertanggungiryg sebag-i pemegang hak;ks;;rtu" aut, kependudukan yang diaksesdari FtrFllLK KESATU;
d. nnemberikan layanan berbaslskan KTF_el;e' menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTF-e!, sesuai dengan spesifil<asiyang diberikan plFlAK KESATU beserta Kartu secure access module;f' menyediakan dukungan_ anggaran untuk pelaksanaan 

- 
lil,iningun tel<nis dar,,pendamp'ingan teknis lmptemeniasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan, dan KTF-el;g' membantu sosialisasi pemanfaatanlKTp*! ;;i;i-i ;;ia cetak danlatau etektronlk;dan

h' menjamin kerahasiaan, keutu-han, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan yang terarr oiats"u'ouri elunx mEdliu walaupunjangka waktu perjanjian Kerja sarnainiilrarr ne;ili- -

Fasa! S
Flatr FARA plt{AK

PIFIAK KESATU mempunyai ha[< untuk i
a. mengawasi pela!rcanaan kewajiban FIHAK KEDUA;
b' mendapatkan data balikanatas data kependudukannya telah diberikan PIFIAK KESATUherdasarkan Perjanjian Ker.ia sama in!, guna metengt<ap-i database kependudukan; danc' mendapatkan jaminan-kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran outu vang, diterima uandiakses plhrAK KEDUA, walaupun jangka ;rktu ner;an;ian Kerja sama ini terahberakhir.

{2)

(1)
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(2) P[i-flAK !{EDUA mempunyai hak untullca' mendapatkan ftak akses secara te_rbatas data rtelgluuoykan berupa nomor KK, NIK,narna tengkap, jenis fieramin, t*.pii 
..lLrrir, 

d;gg;ffiffi n/tahun tahir,agama/kepercuyaan, utrtu*'p-uol***irrr,-iiiG rrril"ng* oalam'tetuarga, pendidikan
ffiSfrffi;jenis 

pekerjaun, ruix-rnu riroiii,i, il,ilirrn ,6;;;6;rr,aJ*r, dari prF{AHr

h' mendapatkan brrnbingan teknr's 
:i:_g:lgrmpingan..telrnis pemanfaatan t{rK, Data#,-df#t#fftr' oan ttlp-eru;, eensbu;;;n'i"i?nsrurt pembaca Krp-er, atas biaya

pasal 6
.langka Wattu

Perjanjian Keil1-sara ini mulai *1YH:-j:.I.djr:lgrt11s11inv.a perjanjian r(er.ia sama ini oreh
PARA pr*rAuo ianrpai o-*dJr'iriegrr as jrri]il;i;, dapat oiperpanjang atas persetujuanPARA PIFfAffi.

Berakhr.mya _ffi:ffi_ Ker.ia $ama
Perjarjian Ker1.a Sanra fierakizirapahlia:
a. jangka waktu. per.lanjian lteria Sam, telah seles ai; ataub' atas kesepakatan *ARA irno* untuk n,urgu**ri kerjasama serrelum Jangka waktu

Ferjanfian Kerja santa;;ild:' 
,s

Keadaan *-*??3?,?rr* Ma.i6u re)
(1) Apao;ra terjadi hai-hai di ruar kekuasaa.n *ARA prHAK atau keadaandilakukan nerubahan ed;;;;il p*lin;iun'riuil #TI 

Tas 
persetu.jr* fu*#Tioft*:rouu

(2) F{eadaan me111ks, b*orgJffia 
.oii,narsuc-liro:u-.rvrr t0; aoararr 

.ao.anya 
kenfihkan*:ffi 1'fr li:J:lgff xff 5ffi Iffl il,lt'-X*:lf ,*mrk#ffi :lkpdi;,n;1il;;;

***.*.#m?f*en*ha&
(1) Apabita dikemudian harr r,rrt=p:ln0:.:.1lahul 

*,H,^$erbedaan. penafsiran dan^ ffi3ff;,:Hf uli#fHf# 
,i'uJ"Hila ini anti,rre *^o.^ pmnnu ii,un.rleresa*an secara(2) Dafam hafi mus,

maka amn Ais#warah 
dhn mufakaf setragaiimana dlhresaikansesua!;,;G;H;?ilffi1,:,#,XT;:,ffi 

ffi ,,ffi [Ji[,ff _rercapai;

(L)

GY

(3)

Fasal L0
Evaluasi dan petaporan

**;;,rtlH#.**r*r'i,E.w+- ** ffffih lt,***iPfir+A[t nESATtf mehhrkan #;;;secara herkara atas rapora, *,** ilhuiffiffiIl?ftr ffryen'**dukan far ffirp-er

fiHff_[ffi-f,:?*t* *r* rnela k u kan eva r Jasr pu* r,, tru, r; _ il:fH: iffiffi ffi I fiil;;;;
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(4) Flasil evaluasisebagalmana dimaksrid pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan
ternbusan Menteri Dalam Negeri melalui Dlrektur Jenderal Kependudukan dan pencatatan
Sipil.

pasat Li.
Lain-Lain

Dalam hal dlpertukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerja
sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetu.luan pnna PIHAK
Peruhahan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dituangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerji sanra ini.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknls dan operaslonal dalam pelaksanaan Ferjanjian
KerJa $arna ini akan, disusun dalam Fetunjuk Tenls.

PII.IAI(KESATU

Frrp. 396CIO427 198803 1001

(1)

(2\

(3)

FffiIlffi
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-maslng dibubulrimaterai cukup dan rnempunyai kekuatan huku* yrr{ sama setelah ditandatangani pARA
PII.iAK.
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